QANUN KABUPATEN ACEH BARAT
NOMOR 12 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN ACEH BARAT NOMOR 4
TAHUN 2008 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

Menimbang

Mengingat

LEMBAGA TEKNISDAERAH KABUPATEN ACEH BARAT

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT

bahwa dalam rangka memenuhi prinsip-prinsip penyelenggaraan
pemerintahan yang efektif, efisien dan berdayaguna sesuai tuntutan
Organisasi Tata Kerja Pemerintah Kabupaten Aceh Barat perlu
menerapkan bentuk Susunan Organisasi yang miskin struktur kaya
fungsi;

. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana tersebut pada huruf a

diatas, perlu meninjau kembali Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor
4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga
Teknis Daerah Kabupaten Aceh Barat;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a
dan huruf b diatas perlu membentuk dalam suatu Qanun.

Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah  Otonom  Kabupaten-kabupaten dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara Jo. Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat
Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten
Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh
Darussalam;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian (Lembaga Negara Tahun 1974 Nomor 55, tambahan
Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah, dengan
Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara
Tahun 1999 Nomor 172, tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

. sebagaimana telah diubah, dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun

2008 tentang Pemerintahan Daerah;

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);



10.

11.

12.

13.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan
Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4428);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemeritahan, antara Pemerintah, Pemeritahan Daerah Provinsi,
dan Pemerintahan Daegrah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);

Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan
Qanun (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007
Nomor 03);

Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh
Barat.

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BARAT

Menetapkan

Dan
BUPATI ACEH BARAT

MEMUTUSKAN:

. QANUN KABUPATEN ACEH BARAT TENTANG PERUBAHAN
ATAS QANUN KABUPATEN ACEH BARAT NOMOR 4 TAHUN
2008 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT

Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 4 Tahun 2008 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah kabupaten Aceh Barat, diubah

sebagai berikut:

A. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut

Pasal 2

Dengan Qanun ini, di bentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah
Kabupaten Aceh Barat sebagai berikut:

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
2. Badan Pemberdayaan M asyarakat.
3. Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan.



(1)

(2)

3)

(4)

(5)

Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan.
Inspektorat

Kantor Pendidikan dan Pelatihan.

Kantor Arsip dan Perpustakaan.

Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Sejahtera.
Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu.

. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.
. Rumah Sakit Umum Daerah Cut Nyak Dhien.
. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah.

Ketentuan Bagian Pertama diubah, sehingga keseluruhan Bagian Pertama berbunyi
sebagai berikut:

Bagian Pertama
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Paragraf 1
Susunan dan Kedudukan

Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri dari:

a. KepalaBadan;

b. Sekretariat;

Bidang Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana;

Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Ketenagakerjaan,;

Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya, Keistimewaan Aceh dan Sosial
Politik;

Bidang Penelitian, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan;

UPTB; dan

. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sekretariat, terdiri dari:

a. Sub Bagian Umum;

b. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi; dan

c. Sub Bagian Keuangan.

Bidang Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana, terdiri dari:

a. Sub Bidang Infra Struktur, Iptek dan Energi; dan

b. Sub Bidang Sumber Daya dan Penataan Wilayah.

Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Ketenagakerjaan, terdiri dari:
a. Sub Bidang Ekonomi; dan

b. Sub Bidang Ketenagakerjaan.

Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya, Keistimewaan Aceh dan Sosial
Politik, terdiri dari:

a. Sub Bidang Sosial Budaya; dan

b. Sub Bidang Keistimewaan Aceh dan Sosial Politik.
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(6) Bidang Penelitian, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan, terdiri dari:
a. Sub Bidang Penelitian, Data dan Informasi; dan
b. Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan.

D. Ketentuan Bagian Ketiga diubah, sehingga keseluruhan Bagian Ketiga berbunyi sebagai
berikut:

Bagian Ketiga
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Paragraf 1
Susunan dan Kedudukan

E. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13
Susunan Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, terdiri dari:
a. KepalaKantor;
b. Subbagian Tata Usaha;
c. Seksi Pemantapan Ideologi dan Kebangsaan;
d. Seksi Politik Pemerintahan dan Keamanan;
e. Seks Politik Kemasyarakatan; dan
f. Kelompok Jabatan Fungsional.

F. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur pendukung Pemerintah Kabupaten
yang dipimpin oleh Kepala Kantor, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati
melalui SEKDA.

G. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas melaksanakan tugas umum
pemerintahan dan pembangunan di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan
masyarakat.

H. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 15, Kantor Kesatuan Bangsa
dan Politik mempunyai fungsi:

pelaksanaan urusan ketatausahaan kantor;

penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;

penyusunan kebijakan teknis dan strategis di bidang kesatuan bangsa, politik;

pelayanan administrasi bagi seluruh unit kerja di lingkungan Kantor;

pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan sistem politik
demokratis serta kajian strategis di bidang kesatuan bangsa dan politik;

PapoTe



pengoordinasian program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan,
pemeliharaan keamanan, pengembangan wawasan kebangsaan, pemberantasan penyakit
masyarakat dan pencegahan dini;

pelaksanaan fasilitasi Parpol, Legidlatif, Pemilu, Pilkada, Ormas, LSM/NGO dan
Pengawasan Orang Asing;

pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan

pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesual dengan
bidang tugasnya.

Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 17

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 16, Kantor Kesatuan
Bangsa dan Politik mempunyal kewenangan:

a

~0a0o

memfasilitasi pembauran dalam rangka perwujudan kesatuan bangsa, politik dan
perlindungan masyarakat;

melakukan koordinasi dan kerja sama antar lembaga;

melakukan kajian strategis di bidang idiologi negara dan identitas kebangsaan;
melakukan pembinaan dalam rangka pengembangan wawasan kebangsaan,

memberikan izin penelitian; dan

melaksanakan pendaftaran Parpol, Legislatif, Pemilu, Pilkada, Ormas, LSM/NGO dan
Pengawasan Orang Asing.

Ketentuan Bagian Keempat diubah, sehingga keseluruhan Bagian Keempat berbunyi
sebagai berikut:

Bagian Keempat
Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan

Paragraf 1
Susunan dan Kedudukan

K. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18
(1) Susunan organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan, terdiri dari:
a. KepalaBadan;
b. Sekretariat;
c. Bidang Sistem Penyuluhan, Kelembagaan dan K etenagaan;
d. Bidang Pengembangan Teknologi dan Informasi;
e. Bidang Ketahanan Pangan;
f. UPTB; dan
g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat, terdiri dari:

a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
b. Subbagian Keuangan; dan
c. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.

(3) Bidang Sistem Penyuluhan, Kelembagaan dan Ketenagaan, terdiri dari:

a. Subbidang Penyusunan Programa dan Pembinaan K elembagaan; dan
b. Subbidang Pengembangan Penyuluhan dan Bina K etenagaan.



(4) Bidang Pengembangan Teknologi dan Informasi, terdiri dari:
a. Subbidang Pengembangan Teknologi; dan
b. Subbidang Informasi.

(5) Bidang Ketahanan Pangan, terdiri dari:
a. Subbidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan; dan
b. Subbidang Konsumsi dan Keamanan Pangan.

L. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan merupakan unsur pendukung
Pemerintah Kabupaten yang dipimpin oleh Kepala Badan, berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Bupati melalui SEKDA.

M. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan tugas
umum pemerintahan dan pembangunan di bidang Penyuluhan dan K etahanan Pangan.

N. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 20, Badan Pelaksana

Penyuluhan dan K etahanan Pangan mempunyai fungsi:

a. perumusan dan perencanaan kebijakan teknis pembangunan di bidang Penyuluhan
pertanian, perikanan, kehutanan dan Ketahanan Pangan;

b. pelaksanaan pembinaan di bidang Penyuluhan pertanian, perikanan, kehutanan dan
K etahanan Pangan;

c. pelaksanaan koordinasi, monitoring, evaluasi dan pengendalian keamanan, ketersediaan
dan distribusi pangan;

d. pelaksanaan penyuluhan pertanian, perikanan, kehutanan dan pengembangan mekanisme,
tata kerja dan metode penyuluhan;

e. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, pengemasan dan penyebaran materi penyuluhan
pertanian, perikanan, kehutanan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;

f. pelaksanaan peningkatan kapasitas penyuluh PNS, swadaya dan swasta melalui proses
pembelgjaran secara berkelanjutan;

g. pelaksanaan pembinaan dan penyelenggaraan penyuluhan pertanian, perikanan,
kehutanan dan mengembangkan kelembagaan penyuluhan, penelitian pertanian dan
menggali benih unggul daerah;

h. pelaksanaan pelayanan umum dan membantu tugas umum Bupati sesual dengan
kewenangan yang diberikan;

i. pelaksanaan urusan kesekretariatan badan;

J. pembinaan UPTB; dan

k. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan
bidang tugas dan fungsinya.



O. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 21, Badan Pelaksana
Penyuluhan dan K etahanan Pangan mempunyai kewenangan:

a

b.
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melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap pelaksanaan norma dan standar
pengadaan, pengelolaan dan distribusi bahan pangan;

melakukan pengkajian terhadap penyediaan, pendistribusian, sistem kewaspadaan,
penganekaragaman pangan dan gizi;

mengatur dan memantau penyediaan dan pendistribusian pangan;

mengatur dan memantau harga pangan strategis;

melaksanakan penganekaragaman pangan;

melakukan pengendalian mutu dan keamanan pangan;

memberikan pelayanan teknis administratif kepada instansi terkait dalam rangka
peningkatan ketahanan pangan dan sistem penyuluhan pertanian, perikanan dan
kehutanan;

melakukan koordinasi dalam rangka pengkajian, pemantauan, pembinaan dan perumusan,
pengembangan di bidang ketahanan pangan dan sistem penyuluhan pertanian, perikanan
dan kehutanan; dan

melaksanakan tugas-tugas dekonsentrasi atau pembantuan.

Ketentuan Bagian Kelima diubah, sehingga keseluruhan Bagian Kelima berbunyi sebagai
berikut:

Bagian Kelima
Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan
Paragraf 1
Susunan dan Kedudukan
Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 23

Susunan organisasi dan tata kerja Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan, terdiri dari:

a

b.

Kepala Kantor;

Sub Bagian Tata Usahg;

Seksi Analisis Dampak Lingkungan;

Seksi Pengawasan, Pemantauan dan Pengendalian Lingkungan;

Seksi Konservasi dan Pemulihan Lingkungan; dan

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 24

Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan merupakan unsur pendukung Pemerintah
Kabupaten yang dipimpin oleh Kepala Kantor, berada di bawah dan bertanggungjawab
kepada Bupati melalui SEKDA.



S. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan tugas umum
pemerintahan dan pembangunan di bidang pengendalian dampak lingkungan.

T. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 25, Kantor Pengendalian

Dampak Lingkungan mempunyai fungsi:

pelaksanaan urusan ketatausahaan Kantor;

penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;

perumusan kebijakan teknis dalam lingkup pengendalian dampak lingkungan;

pelayanan penunjang penyelenggaraan pengendalian dampak lingkungan;

penyelenggaraan pengendalian dampak lingkungan, termasuk penelitian, pengujian,

standardisasi, perizinan, peningkatan sumber daya manusia dan pengembangan

kapasitas kelembagaan;

f.  peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan, pengendalian
dampak lingkungan;

g. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian dampak lingkungan; dan

h. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan
bidang tugasnya.

PapoTe

U. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 27

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 26, Kantor Pengendalian

Dampak Lingkungan mempunyai kewenangan:

a  merumuskan kebijakan operasional pencegahan dan penanggulangan pencemaran,
kerusakan lingkungan, pemulihan kualitas lingkungan;

b. melaksanakan koordinasi, penelitian dan pengembangan program pengelolaan
lingkungan hidup;

c. melaksanakan kerjasama dengan institusi dan lembaga terkait lainnya dalam rangka
pengelolaan lingkungan;

d. melaksanakan koordinasi pencegahan dan penanggulangan pencemaran, kerusakan
lingkungan dan pemulihan kualitas lingkungan hidup;

e. mengembangkan program kelembagaan dan peningkatan kualitas dan kapasitas
pengendalian dampak lingkungan;

f.  melaksanakan pembinaan teknis pencegahan dan penanggulangan pencemaran,
kerusakan lingkungan dan pemulihan kualitas lingkungan;

g. melaksanakan pembinaan dan pengendalian pengkajian teknis Analisis Mengenai
Dampak Lingkungan (AMDAL);

h. melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan penaatan hukum lingkungan
terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan; dan

I. mengkoordinasikan dan melakukan pengendalian terhadap kegiatan lintas sektor yang
menimbulkan dampak dan kerusakan lingkungan.



V. Ketentuan Bagian Kesepuluh, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51 dan Pasal 52
dihapus.

W. Ketentuan Bagian Ketiga Belas diubah, sehingga keseluruhan Bagian Ketigabelas
berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketigabelas
Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah

Paragraf 1
X. Ketentuan Pasal 63 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 63 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 63
Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah, terdiri dari:
Kepala Satuan;
Sub Bagian Tata Usaha;

Seksi Penegakan Kebijakan Daerah dan Syari’at Idam;

Seksi Ketentraman dan Ketertiban;

Seksi Perlindungan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga; dan
Kelompok Jabatan Fungsional.
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Y. Ketentuan Pasal 65 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 65 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 65

Satuan Polisi Pamong Pragja dan Wilayatul Hisbah mempunyai tugas memelihara dan
menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah
(Qanun), Peraturan Bupati, Keputusan Bupati, melakukan sosialisasi, pengawasan,
pembinaan, penyidikan, perlindungan masyarakat dan pembantuan pelaksanaan hukuman
dalam lingkup Peraturan Perundang-undangan di bidang Syari’at 1lam.

Z. Ketentuan Pasal 66 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 66 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 66

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 65, Satuan Polisi Pamong

Praja dan Wilayatul Hisbah menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan urusan ketatausahaan;

b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;

c. pelaksanaan ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan Qanun, Peraturan Bupati dan
Keputusan Bupati;

d. penyusunan kebijakan teknis dan strategis bidang perlindungan masyarakat;

e. pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban
umum dan perlindungan masyarakat di Kabupaten Aceh Barat;

f. pelaksanaan kebijakan penegakan Qanun, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;

g. pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban
umum serta penegakan Qanun, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati dengan aparat
Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan Aparatur lainnya;

h. pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati Qanun, Peraturan Bupati
dan Keputusan Bupati.



i. pelaksanaan penerangan kepada seseorang atau kelompok orang tentang aspek-aspek
pelaksanaan Syari’at Islam;

J. pelaksanaan sosialisasi kepada seseorang atau kelompok orang tentang adanya peraturan
perundang-undangan di bidang Syari’at 1lam;

k. pelaksanaan upaya-upaya aktif untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman,
kesadaran, serta pengamalan masyarakat (seseorang dan kelompok orang) terhadap
ketentuan dalam ganun-ganun atau peraturan perundang-undangan di bidang Syari’at
|slam;

I. pengkoordinasian kesatuan-kesatuan Polisi Pamong Pragja dan Polisi Wilayatul Hisbah;
dan

m. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan
bidang tugas dan fungsinya.

AA. Ketentuan Pasal 67 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 67 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 67

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 66, Satuan Polisi

Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah mempunyai kewenangan:

a. menertibkan dan menindak warga masyarakat atau badan hukum yang menganggu

ketentraman dan ketertiban umum;

b. melakukan pemeriksaan terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan

pelanggaran atas Qanun, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati; dan

c. melakukan tindakan represif non yustisial terhadap warga masyarakat atau badan hukum

yang melakukan pelanggaran atas Qanun, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;

d. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya pelanggaran atas ganun
atau perundang-undangan di bidang Syari’at |dam;

Memfasilitasi pembauran dalam rangka mewujudkan perlindungan terhadap masyarakat;
melakukan tindakan pertama pada saat kejadian dan di tempat kejadian;

menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
menyuruh untuk tidak meninggalkan tempat setiap orang yang berada di tempat kejadian
perkara;

melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;

menyamar sebagal pelanggan, pemakai atau pembeli dalam hal ada dugaan pelanggaran
larangan Khalwat, khamar dan maisir, setelah mendapat surat perintah untuk itu;
melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;

mengambil sidik jari dan memotret seseorang;

. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagal tersangka atau saksi;
mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan
perkara;
menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti
atau peristiwa tersebut bukan merupakan pelanggaran syari’at dan memberitahukan hal
tersebut kepada penuntut umum, penyidik polisi, tersangka sendiri atau keluarganya; dan

p. melakukan tindakan lain sesuai dengan ketentuan hukum secara bertanggung jawab.
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